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ABSTRAK 

Judul: Analisis Kebijakan Publik Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 

Kabupaten Trenggalek (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek), 

Oleh: Tutut Kurniawati, NPM 2061404100017, Program Studi: Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung. 
 

Sumber pendapatan negara untuk pembangunan saat ini diperoleh dari 

adanya pajak dari masyarakat. Melalui regulasi tahun 2009 mengenai pajak daerah 

dan retribusi daerah  disebutkan bahwa rumah pemotongan hewan (RPH) 

diwajibkan untuk membayar retribusi. Maksud dari penarikan retribusi adalah 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di Kabupaten Trenggalek 

keberadaan RPH dibawah naungan Dinas Peternakan. Secara normatif terdapat 

kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 

2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Penelitian bertujuan untuk 

menganalisis kebijakan pembayaran retribusi serta mengetahui faktor yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran retribusi rumah potong 

hewan di Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 

kebijakan pembayaran retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan Kabupaten 

Trenggalek dilakukan melalui pendekatan Caiden dalam Thoha (1984) 

memperoleh hasil bahwa kebijakan ini dijalankan oleh Kepala Dinas Peternakan 

yang berperan sebagai pengambil kebijakan serta Kepala UPT. Rumah Potong 

Hewan Trenggalek sebagai pejabat teknis yang melaksanakan pengelolan 

pembayaran retribusi di RPH tersebut. Koordinasi secara eksternal juga dilakukan 

dengan Badan Pendapatan Daerah Trenggalek dan Bank Daerah dalam hal 

penyetoran dan pelaporan retribusi yang masuk di UPT. RPH Trenggalek. Strategi 

kebijakan guna mendukung kebijakan pemerintah seperti kebijakan pembayaran 

retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan dilakukan dengan melakukan 

koordinasi yang dilakukan secara rutin mulai dari sosialisasi, monitoring, evaluasi 

bersama, jajak pendapat kunjung ke rumah jagal.Adanya kejelasan tentang 

kepentingan masyarakat diwujudkan melalui alasan diberlakukannya kebijakan 

sistem pembayaran retribusi di UPT.Rumah Potong Hewan Trenggalek dimana 

masyarakat merasa terbantu karena dengan nilai retribusi yang kecil namun bisa 

mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang maksimal dan optimal. Sistem 

pengelolaan masih dilakukan secara manual dimana setiap sore hari ada petugas 

retribusi yang menjaga dan mengatur sapi yang datang dari jagal yang kemudian 

pihak jagal akan diberikan bukti tiket retribusi setelah melakukan pembayaran. 

Petugas akan melaporkan Untuk proses monitoring dan evalusai Kebijakan 

Pembayaran Retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan sudah dilakukan setiap 

bulan oleh pihak-pihak terkait kebijakan pembayaran retribusi di Rumah Potong 

Hewan Kabupaten Trenggalek ditemukan bahwa kebijakan ini belum pernah 

disosialisasikan sehingga peran masyarakat dalam kebijakan ini muali dari awal 

penyusunan kebijakan dan implementasi dinilai masih sangat minim. 

 

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Retribusi, Pemerintah Daerah 
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ABSTRACT 

 

Title: Public Policy Analysis on Slaughterhouse Levy in Trenggalek Regency 

(Study at the Trenggalek Regency Animal Husbandry Service), By: Tutut 

Kurniawati, NPM 2061404100017, Study Program: Public Administration, 

Faculty of Social and Political Sciences, Tulungagung University. 

 

The source of state revenue for development is currently obtained from taxes from 

the community. Through the 2009 regulation concerning regional taxes and 

regional levies, it is stated that slaughterhouses (RPH) are required to pay levies. 

The purpose of collecting levies is to increase regional original income (PAD). In 

Trenggalek Regency, the existence of RPH is under the auspices of the Animal 

Husbandry Service. Normatively, there is a Regional Regulation (PERDA) of 

Trenggalek Regency Number 16 of 2013 concerning Slaughterhouse Levy. The 

study aims to analyze the levy payment policy and determine the factors that 

influence the implementation of the slaughterhouse levy payment policy in 

Trenggalek Regency. The results of the study indicate that the analysis of the levy 

payment policy at the UPT. Trenggalek Regency Slaughterhouse is carried out 

through the Caiden approach in Thoha (1984) obtained the results that this policy 

is implemented by the Head of the Animal Husbandry Service who acts as a 

policy maker and the Head of UPT. Trenggalek Slaughterhouse as a technical 

official who manages the payment of levies at the RPH. External coordination is 

also carried out with the Trenggalek Regional Revenue Agency and Regional 

Banks in terms of depositing and reporting levies received at UPT. Trenggalek 

RPH. Policy strategies to support government policies such as the policy of 

paying levies at UPT. Slaughterhouse are carried out by carrying out coordination 

which is carried out routinely starting from socialization, monitoring, joint 

evaluation, opinion polls visiting the slaughterhouse. The clarity of community 

interests is manifested through the reasons for implementing the retribution 

payment system policy at UPT. Trenggalek Slaughterhouse where the community 

feels helped because with a small retribution value they can get maximum and 

optimal services and facilities. The management system is still carried out 

manually where every afternoon there are retribution officers who guard and 

regulate the cattle coming from the slaughterhouse which then the slaughterhouse 

will be given proof of retribution tickets after making payment. Officers will 

report For the monitoring and evaluation process of the Retribution Payment 

Policy at the UPT. Slaughterhouse has been carried out every month by parties 

related to the retribution payment policy at the Trenggalek Regency 

Slaughterhouse, it was found that this policy had never been socialized so that the 

role of the community in this policy from the beginning of the policy formulation 

and implementation was considered still very minimal. 

 

Keywords: Policy Analysis, Retribution, Local Government 
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